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ABSTRAK 

 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women lahir dari fenomena diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di 

berbagai belahan dunia. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW, tentu 

Meksiko berkewajiban untuk mematuhi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam CEDAW untuk memerangi kasus diskriminasi terhadap 

perempuan terlebih untuk kasus femicide yang terjadi di negaranya. Namun, 

Meksiko dibawah pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador atau AMLO justru 

menunjukkan adanya peningkatan kasus femicide yang mengarah pada 

ketidakpatuhan Meksiko pada hukum internasional. Adapun teori yang digunakan 

untuk melihat sebab dari ketidakpatuhan tersebut adalah dengan menggunakan 

Non-compliance theory dari Chayes yang menjelaskan bahwa ketidakpatuhan dapat 

terjadi karena adanya permasalahan manajerial yang meliputi 3 indikator yakni 

Ambiguity, Limitation on Capacity dan The Temporal Dimension. 

 

Kata Kunci : Femicide, CEDAW, AMLO. 

 

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women was born from the phenomenon of discrimination against women that 

occurs in various parts of the world. As one of the countries that ratified CEDAW, 

Mexico is obliged to comply with and implement the values contained in CEDAW 

to combat cases of discrimination against women, especially for cases of femicide 

that occur in the country. However, Mexico under the government of Andres 

Manuel Lopez Obrador or AMLO actually shows an increase in femicide cases 

which leads to Mexico's non-compliance with international law. The theory used to 

see the causes of non-compliance is to use the Non-compliance theory by Chayes 

which explains that non-compliance can occur due to managerial problems which 

include 3 indicators namely Ambiguity, Limitation on Capacity and The Temporal 

Dimension. 

 

Keywords : Femicide, CEDAW, AMLO.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1    Latar Belakang 

         Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu fenomena nyata yang 

sering terjadi pada berbagai belahan negara yang ada di dunia. Dalam sejarahnya, 

epidemi pembunuhan terhadap perempuan menjadi isu penting yang selalu menjadi 

sorotan masyarakat internasional. Kawasan Amerika Latin merupakan salah satu 

kawasan yang dinilai tidak aman bagi kehidupan perempuan karena kesejahteraan 

perlindungan terhadap kehidupan perempuan di sana cukup sulit untuk didapatkan. 

Femicide merupakan bentuk dari kekerasan yang sangat serius. Russell Dan Van 

De Ven memperkenalkan istilah femicide dengan “kita harus sadar  bahwa 

pembunuhan paling ekstrem sebenarnya adalah femicide, dan kita harus mengakui 

keberadaan politik pembunuhan seksual” (Russell and de Ven 1990). 

Pada konteks ini, perempuan dibunuh karena jenis kelamin mereka sebagai 

perempuan, yang dimotivasi oleh sikap misogini, penghinaan, kesenangan, bahkan 

rasa kepemilikan dari para pelaku femicide. Namun kemudian istilah femicide 

disempurnakan oleh Campbell dan Runyan bahwa segala bentuk pembunuhan 

terhadap perempuan, tetap dianggap sebagai kejahatan femicide terlepas dari status 

atau motif yang dilakukan pelaku. Di Amerika Latin, istilah femicide tidak hanya 

digunakan untuk menggambarkan konteks sosial, namun juga untuk mengkaji 

struktur yudisial dan politik yang menormalisasi bentuk kejahatan. Pada beberapa 

negara di Amerika Latin, sebutan “pembunuh perempuan” lebih dikenal dalam 

mendefinisikan istilah femicide. Pembunuhan terhadap perempuan di Amerika 
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Latin sudah tertanam lama dalam budaya patriarki yang mana lebih mengutamakan 

maskulinitas daripada feminitas, serta normalisasi kekerasan laki-laki terhadap 

perempuan karena dianggap itu hanya merupakan bentuk kontrol sosial (Joseph 

2017).  

Terdapat beberapa jenis femicide yang dikelompokkan berdasarkan konteks 

terjadinya, seperti pada jenis femicide intra-keluarga biasanya dilakukan oleh 

sesama anggota keluarga seperti pembunuhan demi kehormatan, dan pembunuhan 

bayi perempuan. Untuk jenis femicide multisida biasanya dilakukan oleh pembunuh 

massal atau berantai. Selain itu, femicide sistematis biasanya dilakukan ketika 

konflik bersenjata terjadi dan perempuan dibantai secara sistematis. Namun, 

pembunuhan pasangan intim merupakan bentuk femicide yang banyak terjadi 

karena dilakukan oleh pasangannya (Joseph 2017). Selain itu, intimate femicide 

tersebut juga menjadi salah satu jenis yang dilakukan oleh pasangan atau orang 

terdekat, yang mana jenis femicide ini juga sering terjadi pada transaksi kartel 

narkoba yang melekat erat di masyarakat Meksiko karena korban dan pelaku 

seringnya berada di satu lingkungan yang sama. (ACUNS 2015) 

Meksiko merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Amerika 

Latin yang memiliki angka kasus femicide yang cukup tinggi. Terjadinya femicide 

di Meksiko bermula dari budaya machismo yang sudah mengakar kuat pada sejarah 

kehidupan masyarakat Meksiko. Machismo merupakan suatu bentuk seksisme yang 

akhirnya menjadi legitimasi bagi laki-laki untuk dapat bebas melakukan hal apapun 

kepada perempuan. 

Machismo merupakan salah satu budaya yang telah dianut oleh masyarakat 

Meksiko sejak lama. Pada dasarnya, machismo memiliki definisi yaitu suatu bentuk 
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dari sifat laki-laki yang peduli, bertanggung jawab, dan seorang pelindung bagi 

keluarganya. Namun, seiring berkembangnya zaman, aspek yang digunakan dan 

diterapkan oleh masyarakat Meksiko justru adalah definisi yang bersifat negatif. 

Beberapa diantaranya yaitu diartikan sebagai suatu tindakan yang agresif, 

mengutamakan kekuatan fisik, hilangnya belas kasihan bahkan mempermainkan 

dan merendahkan harga diri perempuan. Tujuan dari machismo ini adalah untuk 

menunjukkan adanya dominasi laki-laki yang digunakan untuk mendapatkan rasa 

kepatuhan dari seluruh perempuan di Meksiko, karena ketika rasa patuh muncul, 

laki-laki tersebut akan mendapatkan perasaan bangga dalam dirinya (Ayuningtiyas 

2017). 

Berangkat dari budaya machismo, terdapat juga salah satu wilayah yang 

terkenal karena femicide yang cukup kental di sana, yaitu Ciudad Juarez yang 

merupakan sebuah kota yang berbatasan dengan Amerika Serikat. Kota tersebut 

merupakan salah satu pusat manufaktur karena banyaknya pabrik milik asing yang 

berada di sana. Hal tersebut akhirnya mendorong banyak perempuan untuk 

bermigrasi ke Ciudad Juarez dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang 

layak. Sebelumnya, kota Ciudad Juarez memang cukup dikenal sebagai daerah 

perbatasan yang sering digunakan untuk melakukan tindak kriminal. Namun, 

ekspektasi yang dimiliki para imigran perempuan tersebut ternyata sangat diluar 

dugaan, karena justru kota tersebut memperlakukan perempuan dengan sangat 

kejam. Setiap hari nya terdapat perempuan yang meninggal karena dibunuh oleh 

pelaku femicide. Kelompok wanita yang berimigrasi ke Ciudad Juarez tersebut 

banyaknya adalah perempuan asli Meksiko atau yang biasa dikenal indigenous 

women. Kemudian, hal tersebut semakin didorong karena adanya pola impunitas 
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sistematis di Meksiko yang menjadi cerminan akan kurangnya akses keadilan bagi 

perempuan di sana. Ketika seorang perempuan ingin mengakses sistem hukum 

peradilan, ia sudah lebih dulu mundur karena kekerasan fisik dan diskriminasi yang 

terus didapatkannya tanpa henti. Meksiko dinilai mengalami kegagalan pada setiap 

proses pidana korban, serta tidak memiliki kebijakan institusional yang 

komprehensif untuk memberikan akses keadilan tersebut. Tidak adanya 

penyelidikan formal, juga penilaian dan sanksi yang diberlakukan oleh sistem 

peradilan hanya sedikit yang dilakukan baik pada tingkat federal maupun lokal. 

Beberapa hal tersebut menjadi faktor terus meningkatnya kasus femicide di 

Meksiko. Bahkan menurut data, setiap tahunnya, Meksiko terus mengalami angka 

peningkatan kasus femicide yang cukup signifikan (Norte 2014). 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women atau yang sering dikenal dengan sebutan CEDAW merupakan salah satu 

Konvensi dari Hukum Internasional yang membahas tentang segala penghapusan 

atas apapun bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini ditetapkan oleh 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979. Masyarakat 

internasional menganggap konvensi ini sebagai suatu piagam hak internasional bagi 

seluruh perempuan yang ada di dunia (Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 2012). 

Pembentukan CEDAW menjadi langkah penting bagi masyarakat 

internasional mengurangi atau mengakhiri segala bentuk diskriminasi gender. 

Status pengesahan Meksiko terhadap CEDAW dimulai dari adanya tanda tangan 

resmi dari pemerintah Meksiko pada 17 Juli 1980, kemudian ratifikasi tersebut 

disahkan pada 23 Maret 1981 dan disusul dengan Protokol Operasionalnya pada 15 
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Maret 2002. Sebagai salah satu negara anggota yang menandatangani konvensi 

tersebut, Meksiko harus melaksanakan setiap moral, nilai, dan ketentuan yang 

sudah disepakati oleh seluruh negara anggota lainnya untuk mengatasi diskriminasi 

gender terhadap perempuan yang telah melampaui era sejarah hingga masyarakat 

kontemporer (Saad 2021). Setiap pasal yang tertera dalam CEDAW nantinya di 

adopsi dan disesuaikan pada hukum dan kebijakan pemerintahan Meksiko. Dengan 

berdasar dan mematuhi setiap isi dari CEDAW, diharapkan dapat membantu dan 

menjadi salah satu cara bagi Meksiko untuk dapat menangani maraknya kasus 

femicide yang terus terjadi di negaranya. 

Femicide menjadi kasus yang belum dapat terselesaikan di Meksiko hingga 

saat ini. Pergantian Presiden juga diharapkan menjadi salah satu jawaban atau 

kelanjutan harapan bagi masyarakat suatu negara dalam mengakhiri kasus yang 

semakin membelenggu. Pada tahun 2006, Andres Manuel Lopez Obrador atau yang 

biasa dikenal AMLO, pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden Meksiko 

melalui Partai Revolusi Demokratik (PRD) yang menjadi bagian dari sayap kiri, 

namun pada kesempatan tersebut ia mengalami kegagalan. Kemudian, pada tahun 

2012 ia mencalonkan diri kembali namun tetap gagal karena kalah dari Enrique 

Pena Nieto. Kegagalan pada tahun tersebut mendorong AMLO untuk menciptakan 

sebuah partai sendiri yaitu Movimiento Regeneracion Nacional atau yang biasa 

dikenal dengan sebutan partai MORENA. Partai tersebut terdaftar pada 2014 dan 

menganut ideologi demokrasi sosial. Kemudian, ia kembali mencalonkan diri yang 

ketiga kalinya sebagai presiden pada tahun 2018 dan ia berhasil menang. AMLO 

mulai menjabat sejak 1 Desember 2018 dengan perolehan suara sebanyak 53,4%. 

Sebelum ia terpilih menang, ia sempat memberikan beberapa janji manis terkait 
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rencana nasionalnya dalam menangani kasus femicide yang terjadi di Meksiko. 

Namun ternyata janji yang disebutkan oleh Presiden Meksiko saat ini yaitu AMLO 

tersebut dianggap belum juga berhasil. Perlindungan perempuan melalui 

pembuatan langkah-langkah yang preventif hanya sebatas omongan belaka. 

Peningkatan kasus femicide terus meningkat sejak akhir tahun 2018. Bahkan 

tercatat ada 34.608 jiwa yang terbunuh pada tahun 2019 yang mana data tersebut 

menandakan telah terjadi peningkatan kasus femicide di Meksiko dari tahun 2018. 

Kemudian, hal tersebut semakin didorong dengan adanya pandemi covid-19 yang 

terjadi pada tahun 2020. Sejak pandemi tersebut memasuki Meksiko, presiden 

AMLO justru melakukan pemotongan dana untuk tempat penampungan wanita 

dengan alasan sedang meluncurkan program penghematan terhadap pandemi. 

Terjadinya momen tersebut, membuat masyarakat Meksiko seringkali melakukan 

aksi unjuk rasa kepada pemerintah, terlebih pada kepemimpinan AMLO karena 

dinilai gagal dalam menangani kasus serius di negaranya sendiri. Pada tahun 2020 

itu juga, AMLO sebagai presiden Meksiko semakin dinilai tidak mematuhi 

CEDAW dikarenakan ketika masyarakat melontarkan pertanyaan terkait 

bagaimana responnya terhadap kasus femicide yang melonjak naik secara 

signifikan, AMLO justru memberikan tanggapan bahwa hal tersebut terjadi karena 

campur tangan atau manipulasi oleh media dan menganggap bahwa itu adalah 

strategi yang dilakukan oleh kaum konservatif untuk menyerang pemerintahannya 

(Kitroeff 2021). Selain itu, ditengah amarah masyarakat yang berapi-api terkait 

kebijakannya dalam menangani kasus femicide, AMLO juga memberikan 

tanggapan bahwa ia tidak ingin femicide menjadi isu terpenting dan mendesak di 

atas segalanya yang sangat harus ditangani (Trevino 2020). 
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Beberapa fenomena tersebut menjadi bukti bahwa kasus femicide yang terus 

terjadi di Meksiko tidak ditangani dengan baik oleh AMLO sejak awal masa 

kepemimpinannya yang kemudian hal tersebut juga mencerminkan bahwa Meksiko 

sebagai salah satu negara anggota dari CEDAW tidak melaksanakan dan mematuhi 

kesepakatan yang tercantum pada CEDAW dibawah kepemimpinan AMLO. 

Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji kebijakan dan faktor-faktor yang 

membuat Meksiko melakukan ketidakpatuhan terhadap CEDAW. 

1.2    Rumusan Masalah 

Mengapa terjadi ketidakpatuhan terhadap CEDAW dalam mengatasi 

eskalasi femicide oleh Meksiko pada masa pemerintahan Andres Manuel Lopez 

Obrador?  

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui bentuk kekerasan gender terhadap perempuan sehingga 

mendorong adanya femicide di Meksiko. 

b) Untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan kasus femicide di 

Meksiko pada tahun 2019-2021. 

c) Untuk mengetahui kebijakan yang diberlakukan Presiden Andres Manuel 

Lopez Obrador dalam menangani kasus femicide yang marak terjadi di 

Meksiko pada tahun 2019-2021. 
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d) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Meksiko terhadap CEDAW dalam 

mengatasi eskalasi femicide pada masa pemerintahan Andres Manuel Lopez 

Obrador. 

e) Untuk mengetahui alasan dari ketidakpatuhan Meksiko terhadap CEDAW 

sebagai salah satu negara anggota dengan merelevansikan Non-Compliance 

Theory dari Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes.  

1.4    Cakupan penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketidakpatuhan Meksiko pada pemerintahan Presiden Andres 

Manuel Lopez Obrador terhadap CEDAW dalam menangani maraknya kasus 

femicide yang terjadi di sana pada kurun waktu 2019-2021 dan akan direlevansikan 

dengan sudut pandang Non-Compliance Theory dari Abram Chayes dan Antonia 

Handler Chayes. 

Adapun alasan mengambil studi kasus Meksiko adalah karena Meksiko 

merupakan salah satu bagian dari kawasan Amerika Latin yang mana kawasan 

tersebut dinilai menjadi kawasan yang paling kejam untuk perempuan karena 

tingginya kasus femicide di sana (Linthicum 2016). Kemudian, alasan penulis 

mengambil masa pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador adalah karena 

beliau merupakan presiden Meksiko yang sedang menjabat saat ini dan menarik 

untuk melihat kebijakan yang diterapkannya dalam menangani kasus femicide di 

sana.  

Selain itu, penulis mengambil kurun tahun 2019-2021 adalah karena 

Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mulai menjabat menjadi Presiden Meksiko 
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terhitung sejak 1 Desember 2018 dan beliau mulai aktif menggerakkan sistem 

pemerintahannya sejak awal tahun 2019. Kemudian, pada Maret 2020 terjadi 

pandemi virus covid-19 yang akhirnya semakin mendorong angka peningkatan 

kasus femicide di sana sehingga berdampak kepada hampir semua sektor 

kehidupan. Bahkan pada tahun tersebut juga terjadi beberapa aksi demonstrasi yang 

dilakukan oleh masyarakat Meksiko. Kemudian, penulis mengambil batas analisis 

sampai tahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut angka kasus pembunuhan di 

Meksiko menurun, namun kasus femicide justru tetap meningkat (Madry and Ellis 

2022). 

1.5    Tinjauan Pustaka 

         Janice Joseph dalam penelitiannya yang berjudul “Victims of femicide in 

Latin America: Legal and criminal justice responses” menjelaskan terkait 

bagaimana awal mula dan faktor-faktor apa saja yang mendorong tingginya kasus 

pembunuhan wanita di Amerika Latin. Selain itu, Joseph juga menjelaskan bentuk 

kekerasan dan bagaimana tanggapan hukum dan peradilan pidana yang 

diberlakukan oleh pemerintah negara-negara di Amerika Latin. Secara detail, 

Joseph bahkan memasukkan data statistik terkait tingkat pembunuhan perempuan 

di Amerika Latin. Menurut Joseph, Penegakan hukum yang didasarkan pada 

undang-undang yang diberlakukan dinilai tidak konsisten karena pemilihan 

pendekatan yang berbeda dalam setiap masalah. Akibat dari inkonsistensi tersebut, 

penerapan undang-undang terkait femicide di Meksiko menjadi sangat lemah dan 

ambigu (Joseph 2017). Namun, penelitian dari Joseph belum membahas lebih 

dalam terkait faktor-faktor penyebab dari lemahnya penegakan hukum di Amerika 



 

 

10 

Latin. Lebih lanjut, penelitiannya juga hanya berfokus membahas pada bentuk 

kekerasan yang terjadi di Amerika Latin secara umum. Sehingga, dalam penelitian 

ini, penulis ingin melengkapi kekurangan penjelasan terkait alasan dibalik tidak 

konsistennya suatu pemerintah dalam menangani dan menerapkan undang-undang 

pada suatu isu yang terjadi, terlebih di Meksiko sebagai suatu negara yang juga 

masuk ke dalam kawasan Amerika Latin. Serta, melanjutkan rentang waktu 

penelitian terkait tingginya angka femicide di Amerika Latin khususnya Meksiko. 

Selain itu, Geofredo Angulo Lopez dalam “Femicide and Gender Violence 

in Mexico: Elements for a systemic approach” melihat bahwa kekerasan terhadap 

perempuan merupakan bentuk dari diskriminasi yang ekstrim karena akan 

menyebabkan dampak terhadap kondisi fisik maupun psikologis kepada korban. 

Lopez juga menjelaskan bahwa walaupun perbaikan signifikan telah tercapai oleh 

Meksiko melalui cara pemerintah yang berusaha mewujudkan kesetaraan gender 

dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui 

landasan hukum nasional serta terjalinnya perjanjian atau kerjasama dalam 

mewujudkannya, namun pada faktanya hasil efektif yang dirasakan dari konteks 

diskriminasi pada aspek politik, sosial bahkan ekonomi oleh para perempuan masih 

belum sepenuhnya tercapai (Lopez 2019). Namun, penelitian yang dilakukan Lopez 

belum spesifik membahas kebijakan yang diberlakukan dalam pemerintahan 

periode Presiden Meksiko dalam mewujudkan kesetaraan gender di negaranya. 

Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan dari penelitian 

Lopez khususnya dalam menjelaskan upaya yang dilakukan Presiden Meksiko 

dalam memerangi kasus diskriminasi gender di negaranya. 
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Kemudian Rohiman Mukti Mubarok, Linda Dwi Eriyanti, dan Muhammad 

Iqbal juga menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul “Kegagalan Kebijakan 

Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Feminicide (The Failure Of Mexico 

Government Policy To Overcome Feminicide Crisis)” bahwa jika dilihat dari 

konsep policy failure dari McConell terkait kriteria kebijakan yang gagal, faktor 

atau kebijakan oleh Meksiko dianggap mengalami kegagalan dalam melakukan 

pencegahan femicide di negaranya. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan 

negara tersebut diantaranya adalah karena sejarah budaya machismo dan budaya 

kartel narkoba yang telah mengakar pada masyarakat Amerika Latin khususnya 

pada Meksiko (Iqbal 2021). Namun, penelitian yang dilakukan menggunakan teori 

feminis sosialis dan konsep policy failure. Sehingga, pada konteks ini, diharapkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis dapat melengkapi penelitian dengan topik 

yang sama namun dengan menggunakan sudut pandang dari non-compliance theory 

dari Chayes.  

Terakhir, Khadija Saad dalam “Is CEDAW an Effective Tool in Preventing 

Femicide?” menjelaskan bahwa pembentukan CEDAW dianggap menjadi simbolis 

penting untuk melakukan penghapusan diskriminasi terhadap gender terutama pada 

perempuan. Keefektifan CEDAW dalam menangani suatu kasus atau permasalahan 

diskriminasi gender masih dinilai kurang maksimal dan menyeluruh. Saad 

menjelaskan bahwa penerapan CEDAW terhadap hukum atau kebijakan domestik 

suatu negara dinilai tidak cukup untuk mencegah terjadinya femicide. Namun, 

CEDAW dapat beroperasi sebagai suatu perlindungan internasional terhadap suatu 

negara yang dapat menekan kepatuhan negara-negara yang menyepakati perjanjian 
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internasional (Saad 2021). Namun, penelitian yang dilakukan Saad masih 

mempertimbangkan apakah CEDAW efektif dalam memerangi kasus femicide pada 

suatu negara. Sehingga, penelitian selanjutnya yang akan dilakukan diharapkan 

dapat melengkapi secara spesifik terkait faktor-faktor yang menjadi pendorong dan 

penghambat dari efektivitas CEDAW dalam memerangi kasus femicide.  

Melalui beberapa kekurangan dan keterbatasan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diharapkan adanya penelitian ini dapat lebih 

melengkapi baik dari segi alasan dari inkonsistensi hukum nasional dalam 

menindaklanjuti diskriminasi gender di suatu negara, upaya yang dilakukan 

Presiden dalam memberlakukan kebijakan terhadap suatu permasalahan yang 

terjadi, melihat kegagalan Meksiko dalam menangani kasus femicide menggunakan 

sudut pandang non-compliance theory dari Chayes, dan menilai keefektifan 

CEDAW dalam melingkupi femicide di Meksiko. 

1.6    Kerangka Pemikiran 

         Untuk mengkaji rumusan masalah, penelitian ini menggunakan Non-

Compliance Theory dari Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. Ketika 

beberapa negara menyepakati Perjanjian Internasional, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan adalah mengubah perilaku, hubungan, dan harapan sesuai 

kesepakatan yang telah disepakati bersama (Chayes & Chayes, n.d.). Terdapat tiga 

faktor yang diutarakan oleh Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam 

mendorong kepatuhan negara kepada perjanjian internasional, diantaranya 

Efficiency, Interest dan Norms (Chayes and Chayes 1993). Artinya, suatu negara 
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dapat dikatakan sudah patuh pada hukum internasional jika negara tersebut dapat 

mengikuti berbagai hal dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati bersama 

(Wulandari Sukenasa 2018). Namun, Chayes dan Chayes juga menjelaskan bahwa 

selain kepatuhan, ketidakpatuhan juga memiliki faktor pendorong. Beberapa alasan 

tersebut terangkum pada Non-Compliance Behavior Theory oleh Chayes dan 

Chayes yang menekankan bahwa tidak dipatuhinya sebuah hukum dikarenakan 

adanya permasalahan manajemen (managerial). Ada 3 indikator dari Non-

Compliance yakni: 

Pertama, adanya Ambiguity, yaitu keadaan ketika bahasa resmi yang 

digunakan dalam hukum internasional terlalu luas atau sempit dan umum hingga 

akhirnya seringkali tidak dapat diinterpretasikan dengan jelas dan spesifik oleh 

setiap negara, selain itu bisa juga muncul karena tidak adanya jawaban yang spesifik 

terhadap suatu permasalahan. Melalui faktor pertama ini akan dilihat bagaimana 

Meksiko mengalami keadaan ambigu karena isi dari CEDAW sendiri tidak mampu 

melingkupi permasalahan di negaranya.  

Kedua, Limitation on Capacity, yang mana dalam mewujudkan kesepakatan 

yang sudah disepakati membutuhkan kapabilitas domestik negara yang memadai, 

namun seringkali negara kurang mempertimbangkan kekurangan atau keterbatasan 

yang dimilikinya. Faktor ini penting karena dalam menerapkan kebijakan 

diperlukan dana dan sumber daya manusia yang mumpuni, sebagaimana yang 

dilalui oleh Meksiko, sehingga melalui faktor ini penulis akan mengkaji 

keterbatasan Meksiko dalam mengambil kebijakan berdasarkan CEDAW.  

Ketiga, The Temporal Dimension, karena adanya time lag perubahan politik 

dan rezim membuat negara mengalami pergeseran pemerintahan, akhirnya suatu 
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negara perlu beradaptasi terlebih dahulu pada kondisi yang baru, serta adanya 

perubahan keadaan ekonomi dan sosial yang berpengaruh dalam penerapan 

kebijakan. Faktor terakhir akan membantu melihat bahwa kurangnya penerapan 

CEDAW di Meksiko juga disebabkan karena adanya perubahan-perubahan baik 

pemerintah, sosial, ataupun ekonomi di sana. Sehingga melalui ketiga faktor dari 

Non-Compliance Theory by Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes 

diharapkan mampu untuk menjawab rumusan masalah.  

1.7    Argumen Sementara 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women atau yang sering dikenal dengan sebutan CEDAW merupakan salah satu 

Konvensi dari Hukum Internasional yang membahas tentang segala penghapusan 

atas apapun bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tujuan pembentukan dari 

CEDAW adalah untuk mengurangi atau mengakhiri segala bentuk diskriminasi 

gender terutama pada perempuan. Meksiko telah meratifikasi CEDAW secara sah 

pada 23 Maret 1981. Oleh karena itu, Meksiko memiliki tanggung jawab untuk 

mematuhi dan menjalankan isi dari CEDAW untuk kemudian diberlakukan pada 

sistem kebijakan domestik negaranya. Pada konteks ini, CEDAW berfungsi untuk 

mengurangi angka kasus femicide yang terus meningkat di Meksiko. Namun, pada 

fenomenanya, Meksiko dinilai gagal dalam mematuhi kesepakatan tersebut.  

Terjadinya ketidakpatuhan Meksiko pada masa pemerintahan presiden 

Andres Manuel Lopez Obrador atau AMLO dalam hal menangani eskalasi femicide 

melalui perspektif Non-Compliance Theory dari Chayes dan Chayes adalah karena 

adanya permasalahan manajemen atau managerial. Ketidakpatuhan suatu negara 
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terhadap perjanjian internasional dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu 

Ambiguity, Limitation on Capacity dan The Temporal Dimension. Melalui beberapa 

faktor tersebut, kebijakan atau sikap yang AMLO lakukan dinilai lebih mengarah 

pada bentuk ketidakpatuhan Meksiko terhadap CEDAW. Femicide merupakan 

salah satu isu penting yang terus terjadi di Meksiko dan butuh untuk segera 

ditangani oleh pihak pemerintah. Namun, ketika masyarakat mulai resah dan 

menagih janji atas respon dari AMLO terhadap eskalasi femicide, ia malah dianggap 

menunjukkan sikapnya bahwa tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Kemudian, 

nantinya beberapa faktor seperti  Ambiguity, Limitation on Capacity dan The 

Temporal Dimension diselaraskan dengan faktor ketidakpatuhan Meksiko terhadap 

CEDAW yang dikaji dari kebijakan pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador 

2019-2021.   

1.8    Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk 

menjawab rumusan masalah terhadap studi kasus yang diangkat. Hal tersebut 

dikarenakan metode kualitatif merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk 

menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data dalam bentuk narasi yang 

bersumber dari wawancara, pengamatan, dan pengolahan dokumen (Wahidmurni 

2017). Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif menjadi salah satu metode 

yang tepat bagi penulis melakukan penelitian ini. 

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 
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Pada suatu penelitian, tentunya terdapat subjek dan objek yang akan dikaji. 

Subjek dari penelitian ini adalah Meksiko sebagai negara yang mengalami 

peningkatan kasus femicide. Kemudian, objek dari penelitian ini adalah pemerintah 

Meksiko pada kepemimpinan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador yang 

memberlakukan kebijakannya dalam menangani kasus femicide di sana. 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sepenuhnya 

adalah dalam bentuk literatur. Penulis akan menganalisis beberapa data yang 

bersumber dari peneliti terdahulu seperti melalui buku, jurnal, artikel, juga beberapa 

informasi yang dimuat dalam website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya. 

1.8.4 Proses Penelitian 

Dalam melakukan proses penelitian, penulis melakukan pencarian terhadap 

beberapa literatur yang relevan dengan studi kasus yang diangkat. Kemudian, 

literatur yang sudah dipilih tersebut dianalisis untuk disesuaikan dengan tujuan dari 

penelitian ini. Terakhir, penulis melakukan tinjauan ulang untuk memastikan tidak 

ada kesalahan dalam seluruh sistematika penulisan penelitian. Namun, jika ternyata 

terdapat kesalahan, penulis akan melakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut.   

1.9    Sistematika Pembahasan 
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Pada bab satu, penelitian ini akan menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian.  

Kemudian, pada bab dua berisi tentang terjadinya peningkatan kasus 

femicide di Meksiko dan kebijakan yang diberlakukan Presiden Andres Manuel 

Lopez Obrador pada 2019-2021 dalam menangani kasus tersebut. 

Selanjutnya, pada bab tiga berisi analisis ketidakpatuhan Meksiko terhadap 

CEDAW dan relevansinya dengan Non-Compliance Theory dari Abram Chayes 

dan Antonia Handler Chayes. 

Terakhir pada bab empat, akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisis 

dari penelitian yang sudah dilakukan penulis. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM FEMICIDE DAN CEDAW DI MEKSIKO 

2.1 Peristiwa Femicide di Meksiko 

Femicide atau Feminicidio merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa 

inggris yang berarti “pembunuhan perempuan” dan digunakan pada tahun 1974 

oleh feminis Carol Orlock dalam bukunya yang mengangkat tentang femicide. 

Kemudian, pada tahun 1976 seorang aktivis feminis Afrika Selatan yaitu Diana 

Russel mengungkapkan istilah tersebut untuk pertama kalinya dalam forum feminis 

yang dihadiri oleh 40 negara yang dikenal dengan International Court for Crimes 

against Women di Brussel, Belgia (Lopez 2019). Namun, seiring berjalannya 

waktu, istilah femicide terus mengalami transformasi. Hingga kemudian, peradilan 

pidana memakai istilah “Femicidio/Feminicidio” secara umum untuk mengartikan 

suatu kejahatan yang berkaitan dengan gender. Sejak itulah istilah femicide mulai 

tersebar ke seluruh dunia tepatnya pada abad XXI dengan masih menggunakan 

bahasa spanyol. Sidang femicide (killing of women) pada April 2006 menjadi 

rujukan pertama femicide dalam dokumen resmi Uni Eropa di Meksiko dan 

Guatemala di Parlemen Eropa (Jenniver 2021). Pada perspektif gender, femicide 

ditempatkan pada konteks sosial historis, yang mana merupakan tampilan paling 

ekstrim dari kekuatan patriarki yang dilakukan untuk memulihkan batas-batas 

gender yang dibatasi secara historis dan untuk melindungi hak istimewa laki-laki 

yang secara sosial ditetapkan karena untuk kemajuan indeks pemberdayaan 

perempuan dalam kemajuan fisik, ekonomi dan politik selama 30 tahun terakhir 

(Lopez 2019). Sedangkan dari perspektif HAM, femicide merupakan suatu 
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perpecahan yang diklasifikasikan berdasarkan standar, prinsip, hak, pedoman serta 

kebebasan yang besar berdasarkan hukum internasional.  

Femicide bukan lagi suatu kekerasan langsung. Lebih daripada itu, situasi 

yang selalu terjadi didasarkan pada budaya kekerasan dan diskriminasi serta 

memiliki akar dalam konsep subordinasi perempuan dan inferioritas. Femicide 

merupakan definisi dari fenomena sosial dan budaya yang bermula dari akar adat 

dan pikiran (Jenniver 2021). Femicide didefinisikan sebagai suatu bentuk 

pembunuhan berbasis gender yang kejam dan ekstrim. Para aktivis dan 

cendekiawan sepakat bahwa femicide bukan hanya mengacu pada suatu bentuk 

kejahatan, namun juga pada impunitas yang juga sudah melekat (Inegi 2010). 

Impunitas sendiri merupakan suatu faktor pendorong pada terjadinya pengulangan 

kejahatan femicide, yang mana muncul sebagai penyebab kejahatan dari kasus hak 

asasi manusia. Konsep dari Femicide dari perspektif HAM adalah suatu perpecahan 

yang diklasifikasikan dalam standar, prinsip, pedoman, hak, serta kebebasan yang 

besar berdasarkan asas hukum internasional. Salah satu jenis femicide yang paling 

sering terjadi adalah intimate femicide yang merupakan pembunuhan terhadap 

perempuan yang dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Lebih lanjut, femicide 

juga menjadi suatu alat yang digunakan dalam kartel narkoba atau systemic sexual 

femicide (ACUNS 2015). 

Meksiko merupakan salah satu negara yang masuk ke dalam 14 dari 25 

negara di kawasan Amerika Latin yang memiliki kasus femicide tertinggi 

(Jaknanihan 2020). Tentu kasus ini menjadi permasalahan serius yang sudah 

melekat di Meksiko. Terdapat beberapa sebab dari tingginya angka kasus femicide 

di Meksiko, yaitu jika dari sudut pandang sejarah, Meksiko merupakan salah satu 
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wilayah yang pernah dijajah atau dikuasai Spanyol. Pada konteks ini, Spanyol yang 

juga merupakan negara kekaisaran yang ada di zaman penjajahan dahulu pada 

dasarnya menganut sistem patriarki sehingga hal tersebut melekat kepada 

masyarakat Meksiko (Maisyah 2023). Di Amerika Latin, budaya patriarki tersebut 

dikenal dengan sebutan machismo yang juga kemudian dianut oleh masyarakat 

Meksiko. Tujuan dari machismo sendiri adalah untuk menunjukkan adanya 

dominasi dari laki-laki yang digunakan untuk mendapatkan rasa kepatuhan dari 

setiap perempuan untuk memunculkan perasaan bangga dalam dirinya 

(Ayuningtyas 2017). Kemudian, budaya machismo terus mengalir dan sulit untuk 

menghilangkannya di setiap diri laki-laki Meksiko hingga saat ini. Selain itu, dari 

segi geografis, Meksiko berada di wilayah strategis yang berbatasan langsung 

dengan Amerika Serikat sehingga sering dilalui dalam hal perdagangan bagi kartel 

narkoba yang berada di sekitar kawasan Amerika karena dianggap sangat ideal 

untuk Meksiko menjadi tempat transit narkoba. Adanya kartel narkoba tentu 

mengakibatkan banyaknya terjadi tindak kekerasan dan pembunuhan (Samosir 

2014). Ciudad Juarez menjadi salah satu kota di Meksiko yang dikenal menjadi kota 

berbahaya dan tidak aman bagi perempuan karena sering terjadinya pembunuhan 

akibat pertempuran antar kartel yang memperebutkan kuasa dari pendistribusian 

narkoba di Meksiko. Pembunuhan yang terus terjadi juga merupakan dampak yang 

terjadi karena adanya aksi penculikan dan perampokan yang erat kaitannya dengan 

peperangan dalam memerangi kartel narkoba sejak dua masa kepemimpinan 

presiden yakni pada pemerintahan Presiden Felipe Calderon Hinojosa yang dimulai 

sejak tahun 2006 sampai 2012, yang kemudian dilanjutkan Presiden Enrique Pena 

Nieto di tahun 2012 sampai 2018 lalu. Kebijakan yang diberlakukan pada saat itu 
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adalah intervensi atau menyelesaikan kekerasan secara langsung dengan kata lain 

ini menjadi masa war on drugs diberlakukan (Iqbal 2021). Meskipun pada Presiden 

sebelumnya telah mengupayakan kebijakan untuk memerangi kasus kartel narkoba 

di Meksiko, seperti Merida Initiative yang dijalankan sebagai bentuk kerjasama 

langsung dengan Pemerintah Amerika Serikat dengan mengedepankan pendekatan 

fisik daripada hukum, namun hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. 

Sehingga, ini kemudian menjadi tanggung jawab besar bagi Presiden Meksiko 

selanjutnya yang mana dalam hal ini adalah Andres Manuel Lopez Obrador untuk 

melanjutkan penyelesaian kasus kartel narkoba yang melekat di Meksiko dengan 

kebijakan barunya (Samosir 2014).  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) atau Sekretariat Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional Meksiko 

menyebutkan bahwa dari tahun 2015-2019 kasus femicide di Meksiko mengalami 

peningkatan yang signifikan sebesar 139% dari 412 menjadi 983 yang mana jumlah 

tersebut menggambarkan bahwa setiap harinya terdapat 10 kasus femicide yang 

terjadi (Jenniver 2021). Kemudian, menurut data dari the United Nations Office for 

the Prevention of Crime and Drugs, pada tahun 2019 Meksiko menjadi negara yang 

menempati urutan pertama sebagai negara yang memiliki kasus femicide tertinggi. 

Tingkat kasus femicide pada bulan Januari-Juni 2020 juga meningkat sebesar 7,7% 

dari tahun 2019 sebelumnya, terlebih untuk jenis kasus femicide intimo. Covid-19 

menjadi penyebab terbesar dari kenaikan kasus yang terjadi. Hal ini dikarenakan 

bagi sebagian perempuan, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk 

berlindung, justru dinilai sebaliknya. Rumah juga dapat menjadi salah satu tempat 

dari sering terjadinya tindak kekerasan untuk perempuan. Hadirnya pandemi covid-
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19 membuat negara-negara yang terdampak sepakat untuk meminimalisir aktivitas 

publik dan menyarankan warganya untuk melakukan karantina di rumah. 

Meskipun kasus femicide terus mengalami lonjakan, nyatanya negara tidak 

dapat mengambil tindakan yang lebih tegas dalam proses peradilan, administrasi 

publik, menjamin hak-hak perempuan, serta meningkatkan kinerja otoritas yang 

seharusnya bertanggung jawab dalam mencegah dan memerangi kasus femicide 

(UN Women, Regional Office for Central America of United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR), & UNITE Secretary General of the 

United Nations 2015). Secara jelas, justru para pakar dan organisasi dari masyarakat 

sipil mengatakan bahwa tidak ada pencatatan yang memungkinkan untuk 

sepenuhnya dapat mengukur pastinya fenomena tersebut. Tentu hal tersebut 

semakin mendorong para korban untuk menyimpulkan adanya kelalaian dan 

pengabaian dari pihak tertentu dalam menyikapi kasus femicide. Pemerintah 

Meksiko sendiri juga dinilai seringkali mempersulit setiap proses hukum terkait 

kasus femicide karena menganggap bahwa hal tersebut terjadi atas ketidaksengajaan 

atau motif bunuh diri. Terkait akses keadilan, Kementerian Umum dan para ahli 

juga tidak melakukan penyelidikan terkait kasus ini menurut protokol tindakan 

khusus dengan alasan karena dalam banyak kasus, itu justru dapat mencegah 

mereka dari yang memenuhi syarat atau kriteria sebagai kasus femicide. Salah satu 

contoh dari data resmi yang dikeluarkan oleh Justice Procuration Offices and State 

Prosecution Offices to the National Citizen Observatory of Femicide (OCNF), 

bahwa sekitar tahun 2014 sampai 2017, sebanyak 6297 wanita dibunuh di Meksiko 

namun nyatanya hanya 30% kasus yang diselidiki oleh Protokol Kerja dan 

Investigasi kasus femicide. Sehingga, total kasus yang tidak tercatat kemungkinan 
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besar lebih besar daripada kasus yang tercatat di pemerintah Meksiko. Selain itu, di 

sisi lain, kurangnya penanganan dalam tindakan akses keadilan bagi para korban 

akhirnya menimbulkan generalisasi persepsi impunitas yang mengilhami praktik 

kekerasan sosial bagi para perempuan yang berujung pada banyaknya kasus di 

komisi femicide (Lopez 2019).  

Femicide mendefinisikan sebagai suatu bentuk pembunuhan berbasis 

gender yang kejam dan ekstrim. Salah satu jenis femicide yang paling sering terjadi 

adalah intimate femicide yang merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang 

dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Lanjut, femicide juga menjadi suatu alat 

yang digunakan dalam kartel narkoba atau systemic sexual femicide (ACUNS 

2015). Selain dibunuh karena jenis kelaminnya sebagai seorang perempuan dan atas 

dasar rasa misogini, femicide juga dapat terjadi karena faktor rasial yang mana 

pembunuhan terjadi karena korban sebatas memiliki ciri budaya, fisik yang berbeda 

dari pelaku. Kemudian, alasan tersebut menghasilkan suatu rasa kebencian yang 

sangat tidak rasional hanya karena perbedaan semata (Alicia Puyana Mutis 2021). 

Femicide merupakan salah satu fenomena internasional yang telah 

mencapai skala yang sangat mengkhawatirkan dan ditetapkan menjadi tanggung 

jawab bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat memerangi kasus 

tersebut. 

2.2 AMLO dan CEDAW 

 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against 

Women (CEDAW) lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan yang terjadi di 

berbagai belahan dunia. Adanya CEDAW juga sebagai suatu tanda perjuangan 
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dalam membangun komitmen global terhadap fakta bahwa hak asasi perempuan 

adalah hak asasi manusia (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

2018). Sebagai salah satu konvensi dari hukum internasional yang menjadi 

pedoman suatu negara dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan, tentu beberapa negara yang meratifikasi berkewajiban untuk 

menjalankan nilai-nilai yang dimuat dalam CEDAW demi mencapai kesetaraan 

gender yang substantif. Dimulai dari kasus diskriminasi terhadap perempuan yang 

saat itu merajalela di berbagai belahan dunia akhirnya membuat Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi CEDAW sebagai salah satu pedoman 

bagi segenap masyarakat internasional untuk memberantas kasus diskriminasi 

terhadap perempuan. Meksiko meratifikasi CEDAW pada tanggal 23 Maret 1981 

dan disusul dengan Investigation Procedures Under the Optional Protocol on 

CEDAW pada tanggal 15 Maret 2002. 

 Kemudian, selain sebagai bentuk nyata dari kepatuhan suatu negara pada 

perjanjian internasional, pada tanggal 1 Februari 2007, pemerintah Meksiko juga 

merespon femicide di negaranya dengan menerbitkan suatu Undang-Undang yaitu 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia yang 

nantinya akan dilakukan oleh Pemerintah Federal dalam upaya pencegahan dan 

penurunan kasus femicide melalui berbagai program kampanye gender dalam 

mengubah persepsi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dinilai 

merendahkan martabat perempuan (Iqbal 2021). Kebijakan pemerintah Meksiko 

yang selanjutnya yaitu pada tanggal 14 Juni 2012 menetapkan secara sah bahwa 

tindakan femicide masuk ke dalam bentuk tindakan kriminal yang dimuat ke dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federal Pasal 325 yang berisikan tujuh 
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protokol serta penetapan sanksi, yakni bahwa setiap pelaku yang melakukan 

tindakan femicide akan dikenakan hukuman penjara selama 40 sampai 60 tahun 

berikut dengan denda sebesar $2.000 yang harus dibayarkan dan pelaku secara jelas 

akan kehilangan seluruh haknya yang berhubungan dengan korban. Sanksi tersebut 

diberlakukan untuk setiap individu tanpa terkecuali. Sedangkan khusus untuk 

pelaku yang berstatus menjadi pegawai negeri dan administrasi peradilan yang 

terbukti menunda atau menghalangi penyelidikan kasus akan dikenakan hukuman 

penjara selama 3 sampai 8 tahun (Federal Criminal Code of Mexico 1931). 

Selain dalam upaya merubah persepsi masyarakat dalam mencegah 

peningkatan kasus femicide melalui pembuatan undang-undang, pada tahun 2014 

Pemerintah Meksiko juga menciptakan suatu program La alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres (AVGM) yang bertujuan untuk memperkecil ruang 

gerak dari transaksi bisnis kartel narkoba dengan melakukan peningkatan terhadap 

kinerja patroli kepolisian, memperbaiki infrastruktur dalam menunjang keamanan 

perempuan, dan mengoptimalkan program perlindungan dalam investigasi kasus 

kekerasan terhadap perempuan. Ketika nantinya ternyata suatu negara bagian 

berada di dalam keadaan darurat seperti terjadinya peningkatan kasus femicide, 

deklarasi peringatan gender atau AVGM tersebut akan ditetapkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri.  

Kebijakan-kebijakan yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Meksiko 

nyatanya tidak selalu berjalan baik atau berhasil, karena terhitung sejak tahun 2015 

hingga tahun 2022, berdasarkan data dari hasil publikasi laporan statista research 

research department, kasus femicide yang terjadi di Meksiko justru terus  

mengalami peningkatan. 
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Tabel 1. Grafik Kasus Femicide di Meksiko pada tahun 2015-2022 

 

 

Sumber : Statista Research Department. (2023) 

 

Presiden Andres Manuel Lopez Obrador atau yang biasa dikenal dengan 

inisial AMLO merupakan Presiden Meksiko yang sedang menjabat saat ini. Masa 

kepemimpinannya yaitu dimulai sejak 1 Desember 2018 untuk melanjutkan 

perjalanan Presiden Enrique Pena Nieto dalam memimpin Meksiko untuk beberapa 

tahun kedepan. Sebelumnya, AMLO  pernah menjabat sebagai kepala 

Pemerintahan Distrik Federal pada tahun 2000-2005 dan terhitung dua kali gagal 

dalam mencalonkan diri menjadi Presiden di tahun 2006 dan 2012. Namun pada 

2018, AMLO yang mempertaruhkan dan menyuarakan integritas dalam melawan 

korupsi politik, ia berhasil memenangkan pemilihan presiden di tahun 2018, dengan 

mengalahkan beberapa kandidat lain seperti Ricardo Anaya Cortes, Jose Antonio 

Meade dan Jaime Rodriguez Calderon. 

Pada awal kampanye hingga resmi menang, AMLO berfokus untuk 

meminimalisir kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya 
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nanti. Selain itu, ia juga berusaha untuk mengurangi kasus kekerasan yang berujung 

pembunuhan yang kental terjadi di negaranya (Reditya 2021). Para aktivis 

perempuan di Meksiko sempat berharap penuh akan perbaikan yang nanti dilakukan 

AMLO dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di Meksiko, 

khususnya untuk kasus femicide. Saat itu, banyak dari masyarakat juga yang 

menilai bahwa AMLO merupakan pemimpin yang progresif karena ia memberikan 

janji bahwa akan menciptakan kesetaraan yang adil. Selain itu, AMLO juga 

menunjuk kabinet pertama dengan kesetaraan gender dalam catatan sejarah 

Meksiko dan memberikan beberapa posisi teratas bagi para feminis. Selain itu, pada 

masa kepemimpinan AMLO, kebijakan war on drugs atau kampanye dalam 

memberantas peredaran narkoba di Meksiko sendiri telah diakhiri.  

Berbagai sikap manis AMLO di masa kepemimpinannya ternyata hanya 

sementara, karena harapan tersebut akhirnya berujung menjadi kekecewaan besar. 

Pada tahun 2019, awal masa jabatan Presiden AMLO berjalan, ia menghilangkan 

dana federal yang sebelumnya dialokasikan untuk mendukung program-program 

perempuan, salah satunya yaitu program penitipan anak nasional. Alasan yang 

diberikan AMLO mengambil kebijakan tersebut adalah karena ia ingin 

memberantas berbagai kasus penyalahgunaan dana dan korupsi publik di Meksiko. 

Walaupun begitu, pada faktanya tidak ditemukan bukti bahwa program penitipan 

anak melakukan hal tersebut. Kemudian, menurut evaluasi Pemerintah pada tahun 

2017, sejauh ini justru program penitipan anak sudah cukup berhasil untuk 

meminimalisir terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga karena telah 

memungkinkan perempuan untuk bekerja diluar rumah (The Conversation 2019). 

Pada tahun 2019 juga, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan kebijakan “Alerto 
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de Genero” atau waspada gender sebagai suatu inisiatif terhadap kekerasan berbasis 

gender. Namun, penerapan kebijakan tersebut tidak merata diseluruh negara bagian 

yang memang memiliki angka kasus femicide yang cukup tinggi. Selain itu, adanya 

perbedaan penerapan kebijakan tersebut di beberapa negara bagian juga membuat 

para pihak berwenang enggan dalam menindaklanjuti kasus femicide bahkan tidak 

sedikit dari mereka yang juga tidak transparan dan membuat laporan palsu seolah 

kasus yang ditangani telah terselesaikan. Dengan kata lain, adanya program tersebut 

juga belum cukup berhasil dalam menjamin perlindungan perempuan di Meksiko 

(Cholbi 2019).  

Selain itu, menurut data dari United Nations (UN), pada tahun 2019 kasus 

femicide mencapai angka 1.006 yang mana angka tersebut menggambarkan bahwa 

adanya kenaikan 10% dari tahun 2018 sebelumnya (Minutaglio 2020). Kemudian, 

menurut data Pemerintah, pada tahun 2020 kasus femicide memang mengalami 

penurunan sebesar 949 kasus. Namun, para aktivis berpendapat bahwa angka 

tersebut tidak sepenuhnya benar karena banyaknya kasus yang tidak ditindaklanjuti. 

Justru sebenarnya angka tersebut dapat lebih tinggi dari tahun 2019 karena adanya 

fakta bahwa setiap harinya ada 10 perempuan yang terbunuh (Agren 2020). Lebih 

lanjut, kasus femicide semakin mengalami peningkatan sejak awal pandemi virus 

covid-19 memasuki Meksiko. Alih-alih memberikan perlindungan yang semakin 

tinggi terhadap rakyatnya, Presiden Meksiko yang merupakan seseorang yang 

nasionalis tersebut justru semakin dinilai meremehkan permasalahan yang terjadi 

di negaranya dengan memotong anggaran dana sebesar 75% kepada lembaga yang 

bertugas memberikan tempat penampungan dan perlindungan kekerasan terhadap 

perempuan. Hal tersebut kemudian semakin diperparah ketika kekerasan dalam 
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rumah tangga sedang meningkat, AMLO justru memberlakukan kebijakan bagi 

perempuan untuk tinggal dan merawat anggota keluarga di rumah dalam hal 

meminimalisir lonjakan pandemi di Meksiko. AMLO mengatakan bahwa banyak 

orang yang ingin mengubah peran perempuan dan salah satu alasannya adalah 

karena feminis, namun ia menegaskan bahwa tradisi yang berlaku di Meksiko yaitu 

anak perempuan memiliki rasa kepedulian yang tinggi pada orang tua daripada anak 

laki-laki. Sehingga, hal tersebut menimbulkan arti bahwa adanya perbedaan fungsi 

antara perempuan dan laki-laki. Selain beresiko terhadap hilangnya pekerjaan bagi 

banyak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga juga semakin meningkat (Agren 

2020). Tentunya hal tersebut mengakibatkan munculnya kondisi psikologis 

terhadap suatu perubahan sosial yang akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan 

karena depresi ekonomi atau yang juga disebut dengan the shadow pandemic. 

Bahkan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan juga melonjak hingga lebih 

dari 26.000 pada bulan Maret 2020. Namun, saat mendapat berbagai laporan terkait 

isu-isu perempuan di negaranya, AMLO justru mengklaim bahwa 90% laporan 

tersebut adalah palsu karena telah banyak dimanipulasi media sebagai rencana yang 

dilakukan kaum konservatif untuk menjatuhkan kepemimpinannya. Selain itu, 

kebijakan lainnya yang juga diterapkan AMLO selama pandemi berlangsung adalah 

ketika ia juga memotong anggaran dana federal sebesar 50% di tahun 2020 ke 

Penampungan Perempuan dan Afro-Meksiko (CAMIs) yang merupakan LSM yang 

berfokus dalam memberikan dukungan vital terkait kesehatan reproduksi dan 

bantuan dalam kasus kekerasan fisik serta seksual kepada perempuan lokal yang 

berada di daerah terpencil di Meksiko. Kabarnya, pemotongan tersebut akan 

berlanjut untuk tahun 2021 (Jimenez-Santiago 2020).  
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Presiden AMLO juga mengatakan bahwa femicide bukan satu-satunya 

urgensi yang harus diselesaikan saat itu. Berbagai aksi demonstrasi terus terjadi. 

Seluruh rakyat Meksiko mengungkapkan berbagai kekecewaannya atas sikap 

AMLO sebagai pemimpin negara terhadap fenomena femicide yang terus terjadi. 

Namun AMLO tidak menanggapi hal tersebut secara serius, ia juga seringkali 

berselisih dengan para feminis. Sehingga, ia dikenal sebagai presiden pertama yang 

secara langsung menyangkal bahwa kekerasan sedang terjadi di negaranya (Kitroeff 

2021). Berbagai deklarasi yang dikeluarkan AMLO mencerminkan impunitas 

memang melekat di Meksiko. Sehubungan dengan kabinet yang berimbang gender, 

nyatanya permasalahan perempuan sama sekali tidak mendapatkan tempat atau 

posisi dalam agendanya. Dengan kata lain, itu hanya menjadi sebatas janji kosong. 

Pada konferensi Presiden Meksiko, Rosa Icela Rodriguez selaku Sekretaris 

Keamanan Publik mengatakan bahwa pada awal 2021, angka kasus femicide di 

Meksiko mengalami peningkatan sebesar 7,1% dari periode di tahun sebelumnya 

yaitu tercatat ada 423 kasus yang terjadi pada bulan Januari hingga Mei 2021 (Aldaz 

2021). Jumlah kasus yang terjadi di tahun 2021 adalah sebanyak 1.015 kasus 

femicide dengan kategori terbanyak pada kekerasan rumah tangga (Tom Phillips 

2022). 

Selama berpuluh-puluh tahun, femicide tetap menjadi suatu permasalahan 

yang sangat mengakar diiringi impunitas yang ada pada akhirnya menjadi refleksi 

bahwa negara dalam hal ini adalah AMLO sebagai Presiden Meksiko belum 

berhasil dalam menetapkan strategi untuk mengambil tindakan dan menghakimi 

para pelaku femicide yang merajalela di Meksiko. 
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BAB III 

KEGAGALAN MEKSIKO TERHADAP CEDAW 

 

Pada halaman sebelumnya, diketahui bahwasanya penulis telah membahas 

terkait beberapa sikap atau kebijakan yang diberlakukan Presiden Andres Manuel 

Lopez Obrador dalam menyikapi kasus femicide yang kental terjadi di Meksiko 

sepanjang tahun 2019-2021. Jika berkaca dari isi dari Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW, 

sebagian besar sikap atau kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Andres 

Manuel Lopez Obrador justru dinilai semakin mengakibatkan terjadinya 

diskriminasi terhadap perempuan.  

Tentu hal ini menjadi penguat bahwa Meksiko, dalam hal ini Andres Manuel 

Lopez Obrador telah lalai atau tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati oleh 

negara-negara peserta untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan 

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan demi tercapainya tujuan CEDAW 

yaitu meminimalisir atau menghapus segala bentuk diskriminasi yang terjadi 

terhadap perempuan. 

Pada bab ketiga ini, penulis akan menjelaskan mengenai indikator-indikator 

yang mengakibatkan Meksiko dalam hal ini Presiden Andres Manuel Lopez 

Obrador melakukan ketidakpatuhan pada CEDAW dikarenakan adanya 

permasalahan manajemen (managerial). 
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3.1 Ambiguity:  Perbedaan Pemahaman Terhadap Femicide Menjadi 

Faktor Penghambat  

 Chayes memaparkan bahwa perjanjian, seperti pernyataan aturan hukum 

lainnya, seringkali tidak dapat memberikan jawaban yang pasti akan pertanyaan 

spesifik yang disengketakan. Bahasa seringkali tidak cukup mampu dalam 

menangkap makna yang tepat. Perancangan perjanjian tidak meramalkan banyak 

kemungkinan dalam pengaplikasiannya, terlebih pada pengaturan kontekstualnya. 

Berbagai insiden yang tak terhindarkan dalam upaya perumusan aturan untuk 

mengubah perilaku seringkali mengakibatkan zona ambiguitas dimana sulit untuk 

mengetahui batasan dari setiap peraturan (Chayes 1993). 

 Tentu, bahasa dalam suatu perjanjian sama seperti bahasa hukum lainnya, 

yang mana memiliki tingkat kekhususan tersendiri. Semakin bahasa tersebut luas 

dan umum, semakin luas pula cakupan interpretasi yang timbul. Hal ini 

mengakibatkan bahwa nantinya sering ada jarak antar pihak dalam memposisikan 

diri ketika memahami arti dari kewajiban yang ada. Namun, dalam sistem hukum 

domestik, pengadilan atau lembaga otoritatif diberdayakan untuk menyelesaikan 

perselisihan makna antar pihak dalam kasus tertentu. Disamping itu, sistem hukum 

internasional juga tetap menyediakan pengadilan untuk penyelesaian kasus ketika 

suatu pihak membutuhkannya. Namun, sarana wajib untuk penyelesaian sengketa 

secara otoritatif seperti melalui ajudikasi atau lainnya secara umum tidak tersedia 

di tingkat internasional (Chayes 1993).  

Berdasarkan teori yang dikemukakan Chayes, dalam konteks ini, Meksiko 

merupakan salah satu negara peserta dan berkewajiban untuk mematuhi setiap isi 

dari CEDAW. Disamping itu, Meksiko juga telah menerbitkan beberapa undang-
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undang yang diadopsi dari nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW dengan 

menyesuaikan situasi dan kebutuhan di negaranya. Salah satu undang-undang yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Federal Meksiko yaitu La Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pada tanggal 1 Februari 2007. Penerapan 

undang-undang ini dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan dan penurunan 

kasus femicide melalui berbagai program kampanye gender dalam mengubah 

persepsi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dinilai merendahkan 

martabat perempuan (Iqbal 2021).  

Sebagai salah satu contoh, pasal 38 dalam undang-undang tersebut 

memaparkan bahwa salah satu objek untuk mengkampanyekan program 

komprehensif untuk mencegah, menghukum dan memberantas kekerasan terhadap 

perempuan di Meksiko ditujukan pada semua tingkat pendidikan dan pengajaran 

baik formal maupun non-formal. Namun, menurut data yang didapat, justru 

fenomena yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa lingkungan pendidikan di Meksiko 

menjadi salah satu tempat yang juga tidak mengedepankan atau memperdulikan 

kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan isi dari pasal 38 tersebut dinilai belum cukup 

melingkupi permasalahan yang justru sering terjadi di lingkungan tersebut. Pasal 

tersebut belum secara spesifik menjelaskan bahwa pelaku dan korban bukan hanya 

sebatas guru dan siswa, namun juga mencakup dan berlaku untuk kasus antar siswa 

atau teman sebaya. Sehingga, seluruh aspek pada pasal 38 undang-undang tersebut 

masih belum dapat diimplementasikan dengan baik. Lebih lanjut, fenomena ini 

semakin parah ketika ternyata pihak sekolah lalai dalam mengetahui dan 

mengidentifikasi kekerasan yang terjadi di dalam ruang kelas. Tentu hal tersebut 

akhirnya menjadi suatu penilaian tersendiri bahwa lembaga pendidikan yang 
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berperan besar dalam menanamkan pengetahuan kesetaraan gender kepada anak 

sejak dini ternyata belum cukup kompeten sehingga berdampak pada tidak 

efektifnya upaya dalam mendukung program kampanye kesetaraan gender di 

Meksiko. Berawal dari ambiguitas dalam pemaknaan La Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sehingga terus mendorong terjadinya 

kekerasan terhadap perempuan (Iqbal 2021).  

CEDAW sepakat bahwa “...Istilah ‘diskriminasi terhadap perempuan’ 

berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 

kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau 

menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau 

apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas 

dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” .  

Kemudian, definisi tersebut dikembangkan oleh Meksiko melalui undang-

undang La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

yang menyebutkan bahwa “Femicide merupakan bentuk ekstrem dari kekerasan 

gender terhadap perempuan, produk dari pelanggaran hak asasi mereka, di ruang 

publik dan pribadi, yang terdiri dari serangkaian perilaku misogini yang dapat 

menyebabkan impunitas sosial dan negara dan dapat berujung pada pembunuhan 

atau bentuk lain dari kekerasan kematian perempuan”. Lebih lanjut, hal ini di 

tuangkan kembali dalam KUHP Federal Pasal 325 bahwa femicide merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan seseorang yang membunuh perempuan karena 

berdasarkan gender.  
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Meksiko sebagai suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian tentu 

harusnya sepakat terkait definisi yang telah diatur dalam undang-undang yang 

diberlakukan. Namun, dalam konteks hukum nasional Meksiko yang memuat 

terkait femicide, undang-undang untuk setiap KUHP femicide di berbagai negara 

bagian justru berbeda. Hal ini menyebabkan belum adanya kesepakatan nasional 

terkait apakah femicide masuk ke dalam kategori kejahatan berat atas hak asasi 

manusia atau justru merupakan kejahatan yang terpisah dan kurangnya data yang 

sebanding yang kemudian membuat proses hukum  menjadi lebih sulit. Selain itu, 

dalam mengakses sistem peradilan, tidak sedikit juga perempuan yang justru tetap 

didiskriminasi oleh pihak-pihak tertentu (Justice in Mexico 2020). Perbedaan 

pidana dan konsep di setiap pemerintah di negara bagian Meksiko mengakibatkan 

kasus femicide masih terjadi di Meksiko. 

Meksiko telah berkutat dengan masalah berbasis gender khususnya femicide 

selama bertahun-tahun. Pada beberapa bulan awal tahun 2020, muncul tiga kasus 

tertinggi yang terjadi terkait pembunuhan perempuan nasional yang menyebabkan 

protes dan demonstrasi besar-besaran kepada pemerintah Meksiko. Isabel 

Cabanillas yang merupakan seorang feminis dan seniman berusia 26 tahun yang 

dibunuh di Ciudad Juarez pada tanggal 18 Januari 2020 saat ia tengah mengendarai 

sepedanya. Inmujeres mengklasifikasikan kasus kematian Isabel sebagai kasus 

femicide. Namun, Pemerintah Federal Meksiko memaparkan bahwa motif 

pembunuhannya masih dinilai tidak jelas. Ini menjadi salah satu bukti bahwa 

hukum femicide yang berlaku di Meksiko masih belum berjalan baik karena merasa 

masih diperlukan adanya karakteristik dan motif yang memenuhi syarat untuk 

disamaratakan di seluruh negara bagian (Justice in mexico 2021).  
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Perdebatan terkait definisi femicide disetiap negara bagian Meksiko menjadi 

salah satu bukti dari ambiguitas bahasa dalam hukum nasional yang diterapkan di 

Meksiko. Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 

yang diajukan oleh Partai Revolusi Demokratik (PRD) pada tahun 2007 adalah 

salah satu tindakan legislatif yang mempengaruhi KUHP Federal Meksiko saat ini, 

khususnya pada Pasal 325 yang berisi bahwa untuk memutuskan bahwa suatu 

tindakan masuk ke dalam femicide, terlebih dahulu harus memenuhi beberapa 

kategori, diantaranya korban memperlihatkan tanda-tanda kekerasan seksual dalam 

bentuk apapun, korban dilukai atau dimutilasi sebelum atau sesudah pencabutan 

nyawa, adanya data terkait segala jenis kekerasan di lingkungan keluarga, pekerjaan 

atau sekolah pelaku terhadap korban, adanya hubungan sentimental, emosional atau 

kepercayaan antara pelaku dan korban, adanya data yang menunjukkan terjadinya 

ancaman terkait tindak pidana, pelecehan atau luka-luka pelaku terhadap korban, 

korban telah ditahan incommunicado apapun waktu sebelum perampasan hidup, 

dan yang terakhir adalah jika tubuh korban diekspos atau dipajang ditempat umum 

(Federal Code in Mexico 1931). 

Meskipun sebagian besar entitas federal di Meksiko mematuhi norma 

federal sebagaimana kategori yang diuraikan diatas, sebenarnya klasifikasi definisi 

femicide berbeda di setiap undang-undang negara bagian karena merasa bahwa 

negara bagian mengakui bahwa masalah tersebut terdiri dari berbagai karakteristik 

yang perlu diidentifikasi. 32 negara bagian Meksiko tersebut perlu mengatur sistem 

hukum pidananya secara individual dalam mengklasifikasi sesuai kebutuhan. Untuk 

itu, Pemerintah Meksiko perlu untuk menganalisis dan merinci kesamaan dan 

perbedaan dalam klasifikasi hukum pidana tersebut untuk mengetahui apakah 
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efektif pada jumlah atau tingkat femicide di masing-masing negara bagian (Justice 

in Mexico 2021). Penting untuk memahami bagaimana KUHP Federal Meksiko 

tentang femicide sejajar atau berbeda dari undang-undang di tingkat negara bagian. 

Dari 32 negara bagian, 16 diantaranya sepakat untuk mengklasifikasikan femicide 

sebagai bentuk paling ekstrim dari kekerasan berbasis gender, dan didefinisikan 

sebagai pembunuhan perempuan yang disengaja karena jenis kelaminnya sebagai 

perempuan. Selain itu, femicide juga diklasifikasikan sebagai kejahatan khusus 

seperti yang dimuat dalam Pasal 325 KUHP Federal Meksiko (Nicole Chavez 

2022). 

Selain itu, berdasarkan data dari Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografia, sekitar 93% kejahatan yang terjadi di Meksiko pada 2018 banyak yang 

tidak dilaporkan ataupun diselidiki. Selain itu Wilson’s Center yang memiliki fokus 

terhadap Gender Based Violence juga menyebutkan bahwa 95% kasus femicide 

yang dilaporkan tidak mendapatkan hukuman (Nicole Chavez 2022). Lebih lanjut, 

Layanan Riset Kongres juga menambahkan bahwa hal ini terjadi karena kantor 

kejaksaan merasa kekurangan dana untuk menindaklanjuti kasus femicide yang 

terus terjadi. Hal ini berarti tindakan pencegahan sehubungan dengan intelijen 

persiapan serta integrasi informasi dalam file investigasi masih tertahan dan tidak 

efektif. Hal ini juga mendorong bergesernya prioritas dalam menginvestigasi kasus 

femicide di Meksiko (Jenniver 2021). 

Dengan demikian, para pelaku femicide merasa bahwa melakukan 

kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan sebuah kejahatan, sehingga 

mendorong terus terjadinya kasus femicide.  
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3.2 Limitation on Capacity: Lemahnya Kapabilitas Domestik Meksiko 

Dalam Menangani Kasus Femicide 

 Hukum internasional klasik menjelaskan bahwa hak dan kewajiban hukum 

yang dijalankan oleh suatu negara merupakan upaya untuk mengubah atau 

memperbaiki perilaku negara tersebut di masa yang akan datang. Untuk menjamin 

tercapainya kewajiban negara terhadap perjanjian atau peraturan internasional, 

tentu negara membutuhkan aparatus regulasi domestik yang efektif. Bukan menjadi 

suatu hal yang mudah, karena negara perlu banyak mempertimbangkan kekurangan 

dan keterbatasan yang dimilikinya, yang mana dalam hal ini yaitu seperti penilaian 

ilmiah dan teknis, kemampuan birokrasi, serta pengelolaan sumber daya fiskal. 

Kebanyakan negara barat yang sudah masuk sebagai negara maju juga dinilai belum 

cukup mampu dalam membangun sistem seperti itu dengan keyakinan bahwa 

mereka akan mencapai tujuan tersebut (Chayes 1993). Namun, untuk negara 

berkembang seperti Meksiko, ini menjadi suatu tantangan untuk 

mengimplementasikan isi CEDAW dengan berbagai keterbatasan domestik negara 

yang ada.  

Meksiko memiliki sejarah panjang akan kasus femicide di negaranya. Hal 

ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti melekatnya budaya patriarki atau 

machismo dan kartel narkoba. Pada konteks ini, masyarakat Meksiko terus 

mengadopsi nilai-nilai patriarki karena menganggap itu merupakan perwujudan 

dari rasa kepemimpinan atau dominan yang memang layak dimiliki oleh para laki-

laki. Kemudian, dilanjutkan dengan adanya kartel narkoba di Meksiko, yang 

akhirnya semakin mendorong suatu organisasi dalam melakukan suap kepada 

negara atau pihak tertentu yang memiliki peran politik yang besar agar kartel 
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narkoba tetap dapat berjalan. Ketika terjadi keberhasilan dalam transaksi, 

permasalahan tersebut akan berlanjut kepada disfungsi institusional dan 

penyalahgunaan dana atau korupsi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan 

meningkatnya ekonomi gelap, tentu akan berdampak pada kinerja penegakan 

hukum. Bukan hanya itu, impunitas untuk beberapa kegiatan kriminal juga tentu 

akan mengalami peningkatan dan pada akhirnya berdampak pada rusaknya 

kredibilitas dari peradilan (UN Chronicle, n.d). 

Budaya kartel narkoba ini dinilai sangat partiarkal, karena setiap pasangan 

dari anggota kartel narkoba telah dilabeli ‘kepemilikan’ sehingga perempuan 

tersebut sepanjang hidupnya hanya bisa mematuhi apa yang diperintahkan apa yang 

dikatakan oleh anggota kartel narkoba ini. Sejalan dengan machismo yang juga 

merupakan budaya yang telah lama dianut oleh masyarakat Meksiko, semakin 

mendorong kuatnya dominasi laki-laki terhadap kehidupan perempuan sehingga 

kesetaraan gender dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan di Meksiko 

sulit untuk dicapai (Zulfikar 2022). 

 Pada dinamika kebijakan yang diterapkan AMLO pada tahun 2019-2021 

menunjukan bahwa kemampuan pemerintah Meksiko masih dinilai kurang. Antara 

lain, kegagalan pihak berwenang dalam proses tindak pidana dalam hal 

penyelidikan, penghukuman, dan penuntutan terhadap para pelaku femicide. 

Penerapan kebijakan “Alerto de Genero” menjadi salah satu bukti nyata bahwa 

pihak berwenang yang bertugas untuk menindaklanjuti kasus femicide justru 

bersikap tidak transparan dan membuat laporan palsu seolah kasus tersebut telah 

terselesaikan (Cholbi 2019). Hal ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh 

Justice Procuration Office and State Prosecution Offices to the National Citizen 
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Observatory of Femicide (OCNF) yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 2014-

2017, sebanyak 6297 wanita dibunuh di Meksiko namun nyatanya hanya 30% kasus 

yang diselidiki oleh Protokol Kerja dan Investigasi femicide di Meksiko (Iqbal 

2021).  

Selain itu, AMLO yang sempat mengatakan akan menciptakan kesetaraan 

yang adil dengan menunjuk kabinet pertama untuk memberikan posisi kepada 

perempuan atau feminis untuk dapat berperan dalam lingkup birokrasi 

pemerintahan, nyatanya hal tersebut hanya sebatas omongan belaka karena pada 

akhirnya perempuan di Meksiko sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama 

di lembaga pemerintahan. Lebih lanjut, AMLO yang juga melakukan pemotongan 

anggaran dana terhadap beberapa institusi atau lembaga yang menaungi kasus 

kekerasan terhadap perempuan atau femicide. Dengan demikian, akses perempuan 

untuk mendapatkan bantuan keadilan juga menjadi semakin sulit (Congressional 

Research Service 2022).   

Kelalaian pemerintah Meksiko terhadap proses hukum semakin dibuktikan 

melalui kasus Julia Sosa yang tubuhnya ditemukan terkubur di properti milik 

pasangannya. Orang tua dari Sosa yakin bahwa itu adalah kasus pembunuhan, yang 

dalam hal ini pasangannya adalah pelaku pembunuhan Sosa. Namun, untuk 

mengidentifikasi kasus ini, orang tua Sosa perlu menunggu waktu yang lama untuk 

polisi memeriksa TKP. Selain itu, ketika tahap wawancara kasus tersebut, 

ditemukan bahwa petugas polisi tertidur yang mana artinya ia tidak fokus dan lalai 

dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian, setelah diselidiki lebih lanjut, 

pasangan Sosa ditemukan gantung diri yang akhirnya hal tersebut membuat polisi 

lebih memilih untuk menutup kasus ini (Agren 2021).  



 

 

41 

Diketahui, AMLO juga mengeluarkan seksis ketika pandemi berlangsung, 

yang mana mengarahkan perempuan untuk tinggal dirumah karena menilai bahwa 

fungsi perempuan dalam membantu dan mengurus orang tua lebih dibutuhkan 

daripada laki-laki. Sistem peradilan pidana Meksiko seringkali menganggap bahwa 

kasus femicide dapat diselesaikan melalui cara kekeluargaan, atau bahkan banyak 

juga kejadian yang dimanipulasi dimana perempuan justru menjadi pihak yang 

bersalah dalam kekerasan atau kematian yang dialaminya. Secara tidak langsung, 

arahannya tersebut membuat kasus kekerasan rumah tangga juga semakin 

meningkat. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa dalam kepemimpinannya, 

AMLO tidak mengindahkan penerapan hukum kepada perempuan di Meksiko 

dengan baik. Segala kebijakan yang diberlakukan AMLO merupakan pelanggaran 

langsung terhadap CEDAW pasal 15 yang menyebutkan bahwa ‘Negara-negara 

peserta wajib memberikan persamaan hak dengan laki-laki di depan hukum dan 

yang berhubungan dengan mobilitas kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan 

domisili mereka” (Jenniver 2021).  

Presiden AMLO juga mengatakan bahwa femicide bukan satu-satunya 

urgensi yang harus diselesaikan saat itu. Berbagai deklarasi yang dikeluarkan 

AMLO mencerminkan impunitas memang melekat di Meksiko. Sehubungan 

dengan kabinet yang berimbang gender, nyatanya permasalahan perempuan sama 

sekali tidak mendapatkan tempat atau posisi dalam agendanya. Dengan kata lain, 

itu hanya menjadi sebatas janji kosong yang diberikan AMLO kepada warganya.  

Beberapa fenomena di atas menjelaskan bahwa dalam hal ini, jika dilihat 

dari aspek limitation on capacity, Meksiko belum memiliki kapasitas dan 

kapabilitas yang memadai dalam memerangi kasus femicide di negaranya 
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khususnya pada permasalahan terhadap otoritas yang bertugas dalam menegakkan 

dan mendorong hukum dan undang-undang. Meksiko dinilai belum cukup memiliki 

alat dan infrastruktur dalam membedakan jenis kekerasan yang terjadi kepada 

perempuan yang akhirnya mengakibatkan proses pendataan dan identifikasi para 

pelaku femicide semakin sulit. Selaras dengan rekomendasi yang diberikan oleh 

Komite pada tinjauan terakhir CEDAW atas kedisiplinan Meksiko terhadap 

CEDAW di tahun 2018 pada artikel kedua, yang mana Meksiko perlu mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan untuk mengklasifikasikan femicide pada unsur 

yang objektif agar menghasilkan kualifikasi yang tepat untuk proses hukum pidana 

lokal, memaksimalkan proses pendataan kasus dalam KUHP daerah yang tertunda, 

menyamaratakan protokol investigasi terhadap femicide di seluruh negeri dan 

memberikan transparansi kepada keluarga korban (OHCHR 2018). Selain itu, 

budaya machismo yang juga masih dianut oleh laki-laki Meksiko juga membuat 

usaha dalam memerangi kasus femicide yang terus terjadi sulit untuk dicapai karena 

kurangnya partisipasi gender. 

3.3 The Temporal Dimension: Peralihan Kepemimpinan Mendorong Adanya 

Perbedaan Fokus Kebijakan 

 Peraturan perjanjian merupakan instrumen hukum suatu rezim dalam 

mengelola lingkup permasalahan internasional. Adanya perubahan politik dan 

rezim tersebut membuat negara mengalami masa pergeseran pemerintahan, 

sehingga diperlukan waktu untuk negara dapat beradaptasi pada sistem yang baru, 

seperti sosial dan ekonomi. Adaptasi tersebut didasarkan pada perpaduan instrumen 

peraturan yang tentu berubah dan negara tentu tidak dapat menanggapi situasi 
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tersebut dengan instan. Seringkali, masa transisi tersebut secara tidak langsung 

membuat negara kurang dapat mengoptimalkan penerapan dari perjanjian 

internasional (Chayes 1993). 

 Pendahulu Presiden AMLO sebelumnya, yakni Presiden Enrique Pena 

Nieto yang menjabat dari tahun 2012 hingga 2018, sempat merencanakan beberapa 

kebijakan yang akan diterapkannya pada masa kepemimpinannya, diantaranya 

yaitu reformasi politik elektoral, norma kesetaraan dan nondiskriminasi, pembuatan 

pusat keadilan khusus wanita, serta dibentuknya strategi pencegahan nasional. 

Singkatnya, Presiden Enrique Pena Nieto menjadi presiden yang mencoba untuk 

memasukkan perspektif gender ke dalam sektor pemerintahannya (Zulfikar 2022). 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bukti dari konteks sosial budaya dan 

sejarah yang telah gagal. Sistem patriarki yang terus membelenggu dalam 

mempertahankan kekuasaan dan subordinasi bagi masyarakat Meksiko terus 

berlanjut hingga dirasakan pada pemerintahan Enrique Pena Nieto.  

Rencana-rencana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Enrique Pena 

Nieto dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu pada Plan Nacional Desarrollo 

(Rencana Pembangunan Nasional) 2013-2018 yang bertujuan untuk mencapai 

kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki di Meksiko melalui sektor 

pendidikan yang dapat menjadi wadah dalam memberikan pengetahuan terkait 

permasalahan gender di Meksiko (INMUJERES 2013). Pada tahun 2014, Institusi 

Perempuan Meksiko (Inmujeres) melakukan penggabungan pada prinsip hukum 

nasional yakni reformasi konstitusional terhadap pasal 41 yang berisikan bahwa 

setiap perempuan akan mendapatkan akses terbuka dalam mendapatkan pekerjaan 

atau jabatan di instansi nasional. Lebih lanjut, Inmujeres juga menciptakan 
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Observatory of Political Participation of Women in Mexico (OPPMM) yang 

bertujuan untuk memantau progres partisipasi kemajuan perempuan di berbagai 

lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bekerja sama dengan 

Instituto Nacional Electoral (INE) dan Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). Unit Kesetaraan gender (UIG) juga dibentuk dan diperkuat 

oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan dan peningkatan kebijakan nasional dalam 

hal kesetaraan gender. Awalnya, UIG hanya terdiri dari 7 unit yang memiliki tugas 

di 27 lembaga yang mencakup empat unit berada di organisasi otonom, dua unit di 

cabang legislatif federal, dan satu unit lainnya berada di Mahkamah Agung 

Kehakiman Bangsa (INMUJERES 2013). Kemudian, dibawah kepemimpinan 

Enrique Pena Nieto kebijakan tersebut terus berjalan hingga pada 2017, UIG 

mengalami peningkatan yakni telah memiliki total 21 unit di setiap lembaga 

pemerintahan nasional Meksiko. Disamping melakukan pemantauan terhadap 

program yang dijalankan, dalam hal meningkatkan akuntabilitas, Inmujeres 

bekerjasama dengan lembaga Internal Control Bodies (OIC) untuk mengontrol 

setiap dependensi atau entitas dalam mengolah informasi yang dilaporkan dan 

menerima saran untuk kemajuan kedepannya (OECD 2017). 

Pada tahun 2016, tepatnya ketika momentum Sidang Terbuka Sistem 

Nasional untuk Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki, Presiden Enrique Pena 

Nieto juga memberikan instruksi kepada Kementerian Administrasi Publik, 

Kementerian Dalam Negeri, dan Institusi Perempuan Nasional untuk dapat 

mengembangkan protokol pencegahan, perawatan, penghukuman serta 

pemberantasan pembunuhan dan pelecehan seksual. Selain itu, dibuatnya protokol 

tersebut juga diharapkan bahwa perempuan di Meksiko dapat lebih sadar dan 
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mengenali apa saja bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan publik yang 

nantinya juga dapat digunakan sebagai alat untuk melaporkan kasus dalam 

mendapat perlindungan hak asasi perempuan di Meksiko (Gonzalez 2017). 

Disamping dengan memanfaatkan institusi pendidikan untuk menyebarkan 

luaskan pengetahuan terkait kesetaraan gender, Enrique Pena Nieto juga melakukan 

penyuluhan kepada lembaga penegak hukum atau departemen kepolisian untuk 

lebih meningkatkan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Mengingat, sektor 

tersebut bertanggung jawab besar dalam menyediakan proses hukum yang adil 

kepada para korban femicide (Suzanne Gamboa 2020). 

Upaya demi upaya dilakukan oleh Presiden Enrique Pena Nieto dalam 

memerangi kasus femicide di Meksiko. Baik memasukkan perspektif gender pada 

setiap sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan atau dengan meningkatkan 

eksistensi kuota perempuan di berbagai institusi nasional. Walaupun pada awal 

kepemimpinannya kasus femicide mengalami penurunan, namun hal tersebut 

ternyata hanya bertahan sementara karena menurut data pada tahun 2016 hingga 

tahun 2018, kasus femicide justru kembali mengalami peningkatan. Hal ini berujung 

menjadi sebuah perdebatan bahwa kebijakan yang diterapkan Enrique Pena Nieto 

masih belum dapat dikatakan efektif. Walaupun gerakan anti femicide seperti Ni 

Una Mas juga telah didukung penuh oleh Enrique Pena Nieto, namun hal ini 

berbeda dengan laki-laki di Meksiko yang justru semakin memiliki rasa kebencian 

yang besar karena menganggap itu merupakan suatu ancaman bagi mereka para 

pelaku femicide. Terlebih, karena laki-laki di Meksiko masih belum mau untuk 

sadar dan menerima akan pentingnya kesetaraan gender. Struktur sosial yang sudah 

terjadi sejak lama tersebut membentuk hegemoni sendiri yang kemudian digunakan 
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oleh para laki-laki untuk terus melakukan penindasan terhadap para perempuan. 

Dari puluhan ribu kasus femicide yang terjadi di setiap tahunnya, nyatanya terhitung 

sejak tahun 2012 hingga 2016, hanya 304 hukuman diberlakukan untuk kasus 

femicide yang terjadi di tingkat nasional (Vega 2018). 

Kemudian, kepemimpinan Meksiko dilanjutkan oleh Andres Manuel Lopez 

Obrador atau AMLO yang tentu juga memberlakukan beberapa kebijakan dengan 

karakteristik kepemimpinannya sendiri, diantaranya yaitu bahwa AMLO lebih 

memprioritaskan tanggung jawab fiskal dan penghematan. AMLO melihat bahwa 

permasalahan yang terjadi di negaranya juga sangat berdampak pada aspek 

perekonomian negara. Karena itu, pada awal jabatannya, ia mulai mengurangi 

pengeluaran pemerintah, membatasi gaji presiden, pegawai negeri, hakim serta 

mengakhiri pensiun yang diterima oleh mantan Presiden Meksiko. AMLO juga 

memotong pendapatan kepresidenannya hingga 40% dari pendapatan Presiden 

sebelumnya yakni Presiden Enrique Pena Nieto (2012-2018). Lebih lanjut, ia juga 

diketahui pindah dari istana kepresidenan ke rumah yang lebih kecil, dan 

berkomitmen untuk menjual jet kepresidenannya untuk menutupi memprioritaskan 

kebutuhan negara lainnya yang dirasa jauh lebih darurat. Penghematan dan 

pemotongan dana pengeluaran pemerintah tersebut, menjadi upaya AMLO dalam 

menginvestasikannya ke dalam program sosial, pencegahan kejahatan dan 

kekerasan, beasiswa pelajar, pensiun untuk orang yang sudah memasuki umur yang 

tua, serta berbagai pembangunan infrastruktur negara di daerah yang 

berpenghasilan rendah (Reuters 2018). 

 Pada konteks ini, AMLO yang merupakan Presiden Meksiko saat ini, baru 

resmi menjabat pada 1 Desember 2018. Pada awal kepemimpinannya, kebijakan 
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war on drugs juga diakhiri. Salah satu dampak nyata dari transaksi narkoba 

sebelumnya adalah tingginya kasus penyalahgunaan dana dan korupsi publik. 

Sebelumnya, peredaran narkoba di Meksiko dinilai telah sampai pada tahap 

mengancam keamanan nasional negara dan menjadi permasalahan yang sangat 

kompleks. Bagi para kartel narkoba di Meksiko, aktivitas tersebut dianggap menjadi 

suatu pekerjaan yang menjanjikan dan dapat memberikan keuntungan yang sangat 

besar. Salah satu sampel yang dimuat oleh CNN yakni bahwa peredaran narkotika 

yang berlangsung di Meksiko. Para kartel dapat meraih penghasilan sebesar 

$19sampai $29 miliar per tahun. Namun dari besarnya nominal yang didapat, 

dampak besar lain yang terjadi adalah meningkatnya angka pembunuhan dalam 

proses peredaran narkoba yang terjadi (CNN Library 2017). Sampai saat ini, kartel 

narkoba masih erat kaitannya dengan kekerasan bahkan pembunuhan karena dalam 

melakukan aksinya, mereka sering menyelundupkan obat bius, senjata ilegal yang 

berujung pada terancamnya nyawa manusia (Castillo 2013). Tentu hal ini membuat 

AMLO perlu mencari dan menyesuaikan kebijakan baru yang dirasa lebih tepat 

dalam memerangi dampak dari kasus kartel narkoba yang kental terjadi di Amerika 

Latin salah satunya yakni Meksiko daripada tahun-tahun sebelumnya.  

Meksiko merupakan salah satu negara dengan institusi rule of law yang 

lemah. Lebih lanjut, dalam hal ini, kartel narkoba yang juga merupakan budaya 

yang sudah melekat di Meksiko tentu sangat berperan besar bagi suatu organisasi 

dalam melakukan suap kepada negara atau pihak tertentu yang memiliki peran 

politik yang besar agar kartel narkoba tetap dapat berjalan (Jenniver 2021).  

Untuk itu, pada awal kepemimpinannya, AMLO memaparkan bahwa ia 

akan membawa arah pemerintahannya pada kebijakan yang berfokus pada akar 
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penyebab kejahatan, namun memang pada penerapannya, ia belum sepenuhnya 

berhasil dalam melakukan operasi kontra-narkotika secara konsisten. Awalnya, 

AMLO menjelaskan bahwa ia tidak akan memakai aspek militer karena mengingat 

banyak dampak buruk yang juga terjadi karena penggunaan aspek tersebut seperti 

tingginya angka kasus pembunuhan. Namun, pada beberapa kesempatan, nyatanya 

AMLO masih sering mengandalkan nilai-nilai militer dalam menangani masalah 

narkoba dan impunitas kriminal yang sangat tinggi di Meksiko. Pada tahun 2019, 

AMLO menyesuaikan dan mengusahakan berbagai upaya pengganti war on drugs 

yang diakhiri sebelumnya untuk memberantas korupsi yang merajalela di Meksiko. 

Salah satu sikap atau kebijakan yang diambil adalah dengan menghapuskan dana 

federal yang sebelumnya dialokasikan kepada beberapa institusi atau lembaga 

swadaya masyarakat yang mendukung program-program perempuan, salah satunya 

yaitu tempat penitipan anak nasional (The Conversation 2019). Tentu penerapan 

berbagai rencana upaya baru tersebut juga membutuhkan waktu yang cukup lama 

mengingat Meksiko merupakan wilayah yang menjadi sangkar dari transaksi 

narkoba secara bebas. 

Disamping AMLO yang masih berfokus dalam meminimalisir kasus 

korupsi di Meksiko, pada awal tahun 2020, pandemi covid-19 memasuki wilayah 

Meksiko sehingga hal tersebut berdampak besar pada matinya aktivitas kehidupan 

dalam berbagai aspek. Ini menjadi tanggungjawab besar bagi seorang pemimpin 

negara, sehingga dalam hal ini AMLO dipaksa beradaptasi pada situasi yang 

mengusahakan aspek kehidupan rakyatnya terpenuhi, namun ditengah sistem 

perekonomian Meksiko yang saat itu juga berhenti. Oleh karena itu, AMLO 

kemudian memberlakukan beberapa kebijakan lagi salah satunya yaitu dengan 
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memotong anggaran dana federal sebesar 75% kepada lembaga yang memberikan 

tempat perlindungan dan penampungan bagi perempuan. Karena ternyata pandemi 

tersebut berlangsung cukup lama, AMLO memberlakukan kebijakan lanjutan yaitu 

dengan melakukan pemotongan anggaran sebesar 50% terhadap penampungan 

perempuan dan afro-meksiko yang berada di daerah-daerah terpencil di Meksiko 

(Jimenez-Santiago 2020).  

Lebih lanjut, AMLO juga menjelaskan bahwa akan membuat kebijakan baru 

yang berfokus dalam mengatasi akar sosio-ekonomi dan kekerasan kriminal 

tersebut dengan lebih banyak menyalurkan dana publik untuk pendidikan dan 

penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian hal tersebut diimplementasikannya 

melalui cara menyediakan kesempatan pendidikan dan pekerjaan melalui beasiswa 

yang didanai pemerintah dan kemitraan publik-swasta. Hal ini dilakukan AMLO 

untuk memberikan wadah bagi pemuda Meksiko khususnya para pelaku dan korban 

kejahatan kekerasan atau femicide di Meksiko agar lebih memiliki aktivitas yang 

lebih baik (Congressional Research Service 2022). 

Selain itu, fokus kebijakan AMLO sebagai pemimpin negara ketika 

pandemi covid-19 menyerang rakyatnya adalah kepada aspek kesehatan. Sehingga, 

fenomena femicide yang juga seharusnya ditindaklanjuti secara lebih serius justru 

terpaksa dikorbankan dan dikesampingkan. Untuk itu, salah satu alasan dari adanya 

ketidakpatuhan yang dilakukan Meksiko pada nilai-nilai CEDAW pada masa 

pemerintahan AMLO tahun 2019-2021 tersebut dikarenakan berbagai keadaan 

yang terus mengalami perubahan seperti yang telah dijelaskan penulis diatas.  

 Presiden sebelumnya telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang 

mengutamakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Namun, saat AMLO 
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memegang jabatan, terlihat adanya pergeseran fokus dalam kebijakan tersebut. 

Secara keseluruhan, terlihat bahwa AMLO lebih memusatkan perhatian pada 

perbaikan kebijakan fiskal di Meksiko. Pergeseran fokus kebijakan ini rupanya 

telah berdampak pada meningkatnya kasus femicide di Meksiko setiap tahunnya. 

Berdasarkan data dari grafik kasus femicide di Meksiko tahun 2015-2022 pada tabel 

1 diatas, dapat dilihat bahwa perubahan kepemimpinan telah memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap situasi ini. 

Hal ini menjadi bukti konkret bahwa dimensi temporal dalam 

kepemimpinan pemerintahan memainkan peranan penting sebagai salah satu faktor 

yang berkontribusi pada ketidakpatuhan Meksiko. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Femicide yang menjadi permasalahan besar yang telah terjadi begitu lama 

di Meksiko nyatanya belum menemukan titik terang. Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women atau yang biasa dikenal dengan 

sebutan CEDAW menjadi salah satu langkah yang diinisiasi oleh segenap negara 

yang ada di dunia dalam upaya mengakhiri kasus diskriminasi yang mengancam 

hak asasi perempuan. Meksiko merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi 

CEDAW. Untuk itu, tentu dalam hal ini, Meksiko memiliki kewajiban untuk 

mematuhi dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW untuk 

diimplementasikan dalam memerangi kasus femicide di negaranya. Andres Manuel 

Lopez Obrador merupakan Presiden Meksiko yang menjabat sejak akhir tahun 

2018. Pergantian Presiden, tentu menjadi suatu harapan baru bagi segenap warga 

negara dalam melepaskan permasalahan yang membelenggu. Namun, pada 

faktanya, kenaikan AMLO belum cukup dapat memberikan perubahan baik untuk 

kasus femicide di Meksiko. Berdasarkan beberapa data pada tahun 2019-2021, 

justru terjadi peningkatan kasus femicide dibandingkan dengan tahun 

kepemimpinan Presiden Meksiko sebelumnya.  

Pada konteks ini, penulis melihat bahwa terjadinya ketidakpatuhan Meksiko 

terhadap CEDAW dikarenakan oleh permasalahan manajemen (managerial) yang 

meliputi beberapa faktor seperti yang dijelaskan dalam Non-compliance theory dari 

Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, diantaranya Ambiguity, Limitation on 

Capacity, dan The Temporal Dimension. 
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Ambiguity, terjadi perbedaan pemahaman terhadap femicide menjadi salah 

satu faktor penghambat. Meksiko membuat suatu undang-undang yang diadopsi 

dari nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW, yaitu La Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sebagai bentuk implementasi 

CEDAW. Di samping proses penerapan undang-undang tersebut, Pemerintah 

Federal Meksiko juga secara khusus memberlakukan KUHP Federal khususnya 

pada Pasal 325 yang mengatur terkait definisi dan sanksi bagi para pelaku femicide. 

Namun, penerapan undang-undang tersebut ternyata  belum cukup melingkupi 

fenomena femicide yang terjadi. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa negara 

bagian di Meksiko yang mengklasifikasikan femicide dengan arti yang berbeda. 

Dari 32 negara bagian, 16 diantaranya sepakat bahwa femicide masuk ke dalam 

kekerasan berbasis gender. Namun sisanya, masih memperdebatkan terkait konsep 

dari femicide itu sendiri. Adanya ketidakselarasan tersebut akhirnya membuat 

dinamika penyelesaian kasus femicide di Meksiko juga mengalami hambatan yang 

berbeda pada setiap negara bagian. Argumen yang pegang adalah karena KUHP 

Federal yang diimplementasikan di setiap negara bagian belum tentu efektif 

mengingat karakteristik dan situasi kebutuhan setiap negara yang berbeda. Oleh 

karena itu, adanya ambiguitas dalam interpretasi penerapan KUHP Federal Pasal 

325 Meksiko membuat kasus femicide belum dapat terselesaikan dan terus 

mengalami peningkatan. 

Limitation on Capacity, lemahnya kapabilitas domestik Meksiko dalam 

menangani kasus femicide. Pada indikator ini dapat dilihat bahwa korban femicide 

seringkali tidak mendapatkan akses hukum yang memadai. Ketika mereka hendak 

melaporkan kekerasan yang mereka alami, lembaga penegak hukum justru 
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membatasi hal tersebut. Hal ini terjadi karena sejarah dari budaya machismo dan 

kartel narkoba yang masih melekat di kehidupan masyarakat Meksiko, sehingga 

berbagai dampak negatif tentu muncul dan terus mengiringi dinamika kasus 

kesetaraan gender di Meksiko. Machismo membuat para laki-laki di Meksiko 

merasa memiliki kuasa penuh dalam mengatur kehidupan perempuan disana. 

Mereka merasa bahwa ini adalah perwujudan dari rasa kepemimpinan yang 

memang pantas dimiliki oleh laki-laki. Kemudian, dampak dari adanya kartel 

narkoba juga semakin mendorong suatu organisasi untuk melakukan suap kepada 

negara atau pihak tertentu yang memiliki peran politik besar sehingga aktivitas 

kartel narkoba dapat terus berjalan. Lebih spesifik, kasus suap dan korupsi akibat 

kartel narkoba justru sering terjadi di dalam lembaga pemerintahan yang seharusnya 

memiliki integritas yang tinggi dalam melayani masyarakat terlebih untuk 

menindaklanjuti kasus femicide. Adanya kecurangan tersebut berdampak pada 

ketidaksesuaian data yang laporkan oleh lembaga hukum yang bertugas dan 

sulitnya proses tindak pidana para korban femicide dalam memperjuangkan 

keadilan. 

The Temporal Dimension, adanya peralihan kepemimpinan mendorong 

adanya perbedaan fokus kebijakan. AMLO merupakan Presiden Meksiko yang 

menjabat sejak akhir tahun 2018 untuk melanjutkan kepemimpinan Meksiko dari 

Presiden sebelumnya yakni Enrique Pena Nieto (2012-2018). Tentu setiap 

pemimpin pasti memiliki karakteristik kebijakannya tersendiri. Pada konteks ini, 

Enrique Pena Nieto merupakan Presiden Meksiko yang pertama memasukkan nilai-

nilai kesetaraan gender sebagai upaya memerangi kasus femicide di seluruh sektor 

pemerintahannya. Enrique Pena Nieto bertekad untuk memperluas kesempatan 
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perempuan agar mendapatkan haknya pada setiap aspek kehidupan dan 

meningkatkan perlindungan terhadap perempuan baik dalam ranah pribadi maupun 

publik. Namun, berbeda dengan AMLO yang justru pada tahun 2019-2021 

terangkum pada beberapa kesempatan bahwa ia memberlakukan kebijakan yang 

justru menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kasus femicide yang terus terjadi. 

Salah satunya yaitu ketika ia memberlakukan kebijakan untuk para perempuan 

tinggal dirumah selama pandemi covid-19 berlangsung. Selain itu, ia juga 

memotong beberapa anggaran dana kepada institusi atau lembaga yang menaungi 

kasus kekerasan terhadap perempuan di Meksiko. Hal itu dilakukannya dengan 

alasan bahwa fokus kebijakannya adalah untuk meminimalisir penyebaran akar 

korupsi yang sering terjadi di berbagai lembaga pemerintahan maupun non-

pemerintahan di Meksiko. Meskipun begitu, nyatanya upaya yang dilakukan 

AMLO justru tetap membuat kasus femicide di Meksiko mengalami peningkatan. 

 

4.2 Rekomendasi 

 Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada faktor-faktor penyebab dari 

ketidakpatuhan yang dilakukan Meksiko terhadap CEDAW pada tahun 2019-2021 

dengan menggunakan Non-Compliance Theory dari Chayes. Dalam proses 

penyusunan penelitian ini terdapat beberapa kendala, seperti bahasa. Oleh 

karenanya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. 

Seiring berjalannya waktu, tentu topik dalam penelitian ini juga akan mengalami 

perkembangan khususnya hingga masa jabatan Presiden AMLO berakhir nanti. 

Dengan demikian, diperlukan adanya kemungkinan bahwa penelitian selanjutnya 

dapat melengkapi penelitian ini dengan menggunakan konsep atau metode yang 
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sama namun dengan pembahasan yang lebih rinci dan mendalam terkait alasan dari 

ketidakpatuhan yang dilakukan Meksiko terhadap CEDAW pada masa 

Pemerintahan AMLO.  
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